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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Raha  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan tanggal  lahir  Mataoleo,  26  Januari  2000,  agama

Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  pendidikan

SLTA, tempat kediaman di  Desa Waode Buri,  Desa Wa

Ode  Buri,  Kulisusu  Utara,  Kab.  Buton  Utara,  Sulawesi

Tenggara,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

SARIFUDIN,  S.H  dan  MUH.  ASNAWI  SAHADIA,  SH,

masing-masing  sebagai Advokat  pada  Kantor  Hukum

Sarifudin,  SH dan Partners,  yang beralamat  di Jalan  Ir.

Soekarno,  Desa  Ghonsume, Kecamatan  Duruka

Kabupaten  Muna,  Propinsi  Sulawesi  Tenggara,  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lakansai, 09 Januari 1997, agama Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman di Desa Wowonga Jaya, Desa Wawonga Jaya,

Kulisusu  Utara,  Kab.  Buton  Utara,  Sulawesi  Tenggara,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

Januari  2022 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Raha pada
Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2022  dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Rh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  hari  Ahad  tanggal  05  November  2017  Masehi  atau

bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1439 Hijriyah telah dilangsungkan

pernikahan antara  Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut

hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Pernikahan

tersebut telah dicatatkan di  Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu

Utara, Kabupaten Buton Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

050/02/XI/2017;

2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi  Allah

SWT;

3. Bahwa,  setelah  menikah  Pengugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dengan  baik  dan  tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Waode Buri Kecamatan

Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara sampai sekarang;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul

sebagaimana  layaknya  suami-istri  dan  telah  di  karuniai  1  (satu)  orang

anak yang bernama ……, umur 3 tahun 8 bulan;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan harmonis,   akan tetapi  sejak bulan Januari  tahun 2018 rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dan  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  Tergugat  telah

melakukan  perselingkuhan  dengan  perempuan  lain.  Namun  karena

dengan sifat sabar yang dimiliki oleh Penggugat yang tidak ingin berpisah

dengan  Tergugat,  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat masih berjalan dengan rukun selama kurun waktu satu tahun;

6. Bahwa sekitar bulan Januari  tahun 2019 kehidupan rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan mengalami keretakan

akibat  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  beserta  anaknya  yang

pada  saat  itu  masih  berusia  7  bulan  dimana  Tergugat  telah  kembali
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kerumah orang tua Tergugat di Desa Wowonga Jaya, Kecamatan Kulisusu

Utara, Kabupaten Buton Utara;

7. Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal,

Penggugat pernah berusaha untuk meminta Tergugat agar kembali hidup

bersama layaknya pasangan suami istri  dengan dilakukan mediasi oleh

keluarga  kedua  belah  pihak  namun  tidak  berhasil.  Bahkan  Tergugat

pernah berkata dihadapan keluarga kedua belah pihak pada saat mediasi

berlangsung bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat; 

8. Bahwa  sejak  Januari  2019  sampai  sekarang  Tergugat  telah

meninggalkan  Penggugat  serta  sudah  tidak  lagi  menafkahi  Penggugat

baik secara lahir maupun batin;

9. Bahwa,  berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Penggugat  mengajukan

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  atas  dasar  Tergugat  bukanlah  sosok

suami  yang  bertanggung  jawab  dan  Penggugat  berkesimpulan  bahwa

sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dan membangun

rumah  tangga  yang  sakiah,  mawaddah  dan  rahmah.  Olehnya  itu,

perceraian merupakan jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil  tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19

huruf  (b)  dan huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal  116  huruf  (b)  dan  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga

berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di  atas, maka penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

dan  mengadili  serta  berkenan  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap

Penggugat PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :
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Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak  pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  serta

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi  atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  olehnya  itu  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

 Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PENGGUGAT  NIK  :

7410054107000072,  yang bermeterai  cukup,  bernazegelen dan telah

sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari  KUA Kecamatan Kulisusu Utara,

Kabupaten Buton Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah

Nomor: 050/02/XI/2017 tertanggal 15 November 2017, yang bermeterai

cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1,   umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Desa  Waode  Buri  Kecamatan  Kulisusu  Utara

Kabupaten Buton Utara,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu

Utara,  Kabupaten  Buton  Utara  sebagai  tempat  kediaman  bersama

terakhir; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang

saat ini tinggal bersama Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi; 

- Bahwa penyebab tidak harmonis Karena Tergugat memiliki wanita lain; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  diceritakan  oleh  orang  tua

Tergugat perihal Tergugat dengan wanita lain; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun

lamanya; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah

lagi berkomunikasi; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 
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- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak, pernah dua kali berupaya

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil  karena

Tergugat  tidak mau rukun lagi; 

Saksi  2,   umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Wiraswasta,  bertempat tinggal  di  Desa Waode Buri  Kecamatan Kulisusu

Utara Kabupaten Buton Utara,  di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

paman Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di  DesaWaode Buri,  Kecamatan Kulisusu

Utara,  Kabupaten  Buton  Utara  sebagai  tempatkediaman  bersama

terakhir; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang

saat ini tinggal bersama Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 bulan setelah menikah, rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi  karena  Tergugat

telah pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  tidak  harmonisnya  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  dan  yang  saksi  ketahui  bahwa  setelah

Penggugat dan Tergugat dimediasi, Tergugat langsung pergi dari rumah

kediaman bersama; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat betengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Maret 2018 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah

lagi berkomunikasi ; 
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- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun

lagi; 

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang  bahwa  dalam  dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

itu  berdasarkan  Pasal  40  dan  Pasal  63  Ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  karenanya

Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  serta  memutus

perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada

pada  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Raha  (vide bukti  P.1), sesuai  Pasal  73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;
Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memberi  kesempatan  kepada

Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, dan telah menasehati Penggugat

agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penasehatan tersebut tidak

berhasil,  dan  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat,oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat mengajukan  gugatan

cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan harmonis,  akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah melakukan perselingkuhan

dengan  perempuan  lain,  akibatnya  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat

tinggal  sejak  Januari  2019 sampai  sekarang,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali, dan selama pisah antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  cerai  gugatnya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik

dan  telah  bermaterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut
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menjelaskan  mengenai  identitas  Penggugat,  sehingga  dapat  dinyatakan

Penggugat  berada  dalam wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Raha.  Bukti

tersebut  memenuhi  syarat  formal  dan  materil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal 05 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P.2  telah  memenuhi  syarat  materil

sebagai  akta otentik yang mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  Bahar  Afandi  Bin  Baharuddin  dan  Kusma  Mudasri  Bin  La  Usana,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi  Penggugat,  sudah  dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  antara Penggugat  dan Tergugat serta adanya

pisah  tempat  tinggal,  kedua  saksi  tersebut  menyatakan  bahwa  saksi-saksi

tersebut  tidak  ada  yang  melihat  secara  langsung  mengenai  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  hanya  mengetahui  mengenai  pisah  tempat

tinggal,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  sejak  5  bulan  setelah

pernikahan,  saksi  juga  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat  melalui  mediasi  dua kali  bersama orang tua Tergugat namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  isi  keterangan  kedua  saksi  Penggugat  tersebut

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi, dan keterangan

kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat sehingga  keterangan  kedua  saksi
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tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang

dapat  diterima,  oleh  karena  itu  keterangan  dua   orang   saksi  tersebut

memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  serta  pisah  tempat  tinggal,  Majelis  Hakim  menilai bahwa  tidak

mungkin seorang suami istri  pisah  rumah atau pisah tempat tinggal jika tidak

ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran,

masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena

keduanya  pisah tempat tinggal tanpa  adanya  alasan yang  dibenarkan, selain

itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain,

seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang

lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui  perpisahan tempat tinggal

sebagaimana yang  terjadi  dalam perkara a quo.

Menimbang,  bahwa terhadap  pisah tempat tinggal oleh Penggugat dan

Tergugat menunjukkan indikasi  bahwa  adanya  perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat, jika keduanya rukun dalam berumah tangga tentu tidak akan ada

perpisahan yang tidak saling memperhatikan dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang,  bahwa  penilaian  Majelis Hakim ini  didasarkan  atas kaidah

hukum yang  terdapat  pada  Yurisprudensi  MARI  Nomor  1354  K/Pdt/2000,

tanggal 08 September  2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling

memperdulikan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  merupakan  fakta

adanya  perselisihan  dan pertengkaran  sehingga  tidak  ada  harapan  untuk

rukun dalam rumah tangga.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  serta

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

dikaruniai satu orang anak;

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan hingga terjadi  pisah tempat  tingggal  sejak  3  tahun yang lalu

sampai sekarang;
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 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum tersebut diatas  Majelis

Hakim  berpendapat  telah  terbukti   rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat

pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing

telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang

benar   yang  menjadi  penyebab keduanya  bertengkar  dan  berselisih  majelis

hakim  berkesimpulan  tujuan  perkawinan untuk  membentuk  keluarga  yang

sakinah,  mawaddah  dan  rohmah sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam  diIndonesia   1991 serta  maksud  dalam  surat  ar-Rum  ayat  21

sangat sulit diwujudkan.

Menimbang,  bahwa  suatu  rumah  tangga  hendaklah  mencerminkan

tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama

dan  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sebagaimana  pula

tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga

yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah

(saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan

lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada

lagi  seperti  halnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,   maka  pada

hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh penyimpang dari tujuan yang

sesungguhnya.  Oleh  karenanya  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat

mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu

hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan

menyulitkan untuk  menyelesaikan setiap problema yang terjadi  seperti  yang

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  bila  suami  isteri  hidup  dalam  ketidaksenangan

seperti  dalam rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat,  maka tentu  tidak

akan  mencapai  kehidupan  yang  bahagia,  harmonis  dan  sejahtera   dalam
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membangun  rumah tanggannya  sehingga  tujuan  perkawinan  dalam pasal  1

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut  yakni  membentuk  keluarga  yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa  rumah  tangga mereka  sudah sampai  pada puncak

kritis,  sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk  diteruskan justru akan

berdampak negatif  bagi keduanya  dan  membawa mafsadah  yang lebih besar

dari pada maslahatnya,  oleh karena itu  menyelamatkan mereka dari keadaan

tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat

bagi  keduanya  dari  pada  tetap  mempertahankan  perkawinan,  sesuai  Hadit

Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

ضلاررولاضرار
Artinya:Tidak  boleh  berbuat  mudhorot  dan  tidak  boleh  pula

memadlorotkan;

Dan  sesuai  pula dengan  qaidah  fiqhiyyah  yang  selanjutnya   diambil  alih

sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المصالح       جلب عل مقدم سد لمفا درأ
Artinya:  Menolak  kemafsadatan  harus  didahulukan dari  pada  menarik

kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah pula  menyatakan  tekadnya

didepan  sidang  untuk  mengakhiri  perkawinannya  dengan  Tergugat  melalui

perceraian,   dengan   demikian   majelis   hakim   mendasarkan   pula

pertimbangannya  dengan  Firman Allah :

علميمم        سممميع اممالله فمان الطمملاقم عزمموما ومان
Artinya : “ Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  untuk  talak  maka  Allah Maha

Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Penggugat  di  depan

persidangan,  yakni  Penggugat  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Tergugat  dan  Penggugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  maka

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam  sebagaimana  yang  termuat  dalam  kitab  Al  Iqna  Juz  II  halaman  133

sebagai berikut :

Artinya  :  “Apabila  ketidak  senangan  seorang  istri  kepada  suaminya  telah
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mencapai  puncaknya,  maka  pada  saat  itu  hakim  diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum  Islam  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  oleh

karenanya  gugatan  Penggugat  harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak

satu Bain Shughra Tergugat (….) terhadap Penggugat, (……);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

(TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp 2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Raha  pada  hari  Kamis  tanggal  3  Februari  2022  Masehi  bertepatan

dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh  Abdul Salam, S.HI sebagai

Ketua Majelis,  Badirin,  S.Sy,  S.Hum dan Wida Uliyana,  S.H, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut,  dan  didampingi  oleh  Gunawan  Bangu,  S.HI sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri  oleh  Penggugat melalui kuasanya tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota

Badirin, S.Sy, S.Hum

Wida Uliyana, S.H

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 2.100.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 2.245.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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